PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/19/PBI/2007
TENTANG
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN
PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA
PELAYANAN JASA BANK SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perbankan syariah harus senantiasa menpeimsip
syariah yang terus berkembang sejalan dengan
perkembangan transaksi-transaksi keuangan syariah;

b. bahwa para pihak dalam industri perbankan alyaantara
lain meliputi pemerintah, otoritas pengawas, peagurank,
Dewan Pengawas Syariah, nasabah bank, dan pihak-pih
yang memiliki kepentingan terhadap perbankan slyaria
harus memiliki penafsiran yang sama terhadap mrinsi
syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanakdglicha
dalam huruf a dan b dipandang perlu untuk mengatur
ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syariahndala
kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dama ser
pelayanan jasa bank syariah dalam Peraturan Bank
Indonesia.

Mengingat ....
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Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Peapmank
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadiom
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubahateng
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

MEMUTUSKAN
Menetapkan: PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGITAN
PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA
SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia imjae:
1. Bank Syariah, yang selanjutnya disebut dengan Balakah Bank Umum
atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimakislamim Undang-

Undang...
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Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaitelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang swmbakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tekmastiusaha syariah dan
kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegistama berdasarkan
prinsip syariah.

2. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaindanaksud dalam Pasal 1
angka 13 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankbagsémana telah
diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998.

3. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihamgiugang dapat
dipersamakan dengan itu dalam :

a. transaksi investasi yang didasarkan antara las Akad Mudharabah
dan/atauMusyarakah

b. transaksi sewa yang didasarkan antara lain atad Ajleaah atau Akad
ljarah dengan opsi perpindahan hak milikaah Muntahiyah bit
Tamlik),

c. transaksi jual beli yang didasarkan antara laas #kadMurabahah
Salam danlstishng

d. transaksi pinjaman yang didasarkan antara lainfitad Qardh dan

e. transaksi multijasa yang didasarkan antara lais Aflead ljarah atau
Kafalah

4. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank demgaabah dan/atau
pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi ngasiasing pihak

sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan danayajpean dana dan

pelayanan jasa, Bank wajib memenuhi Prinsip Skaria

(2) Pemenuhan ...
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(2) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud @adda (1)
dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok huklam antara lain
prinsip keadilan dan keseimbangafad{ wa tawazul, kemaslahatan
(maslahal, dan universalismealamiyal) serta tidak mengandungharar,

maysir, riba, dzalim, riswalhdan objek haram.

BAB I
PENGHIMPUNAN DANA, PENYALURAN DANA DAN
PELAYANAN JASA

Pasal 3

Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksudnd@ksal 2 ayat (1),
dilakukan sebagai berikut :
a. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempei@uaakara lain
Akad Wadi'ahdanMudharabalh
b. dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaangaule
mempergunakan antara lain AkadMudharabah, Musyarakah,
Murabahah, Salam, Istishna’, ljarah, ljarah Muntghi Bitamlik dan
Qardh dan
c. dalam kegiatan pelayanan jasa dengan memperguaakama lain Akad

Kafalah, Hawalah dan Sharf

BAB Il
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH

Pasal 4

(1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewalipansebagaimana

tertuang dalam Akad antara Bank dengan nasabal, jda terjadi
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sengketa antara Bank dengan nasabah, penyelesda&nkdn melalui
musyawarah.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada (@yatidak
mencapai kesepakatan, maka penyelesaian senglethdiiakukan antara
lain melalui mediasi termasuk mediasi perbankanuaegperaturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dithpksia ayat (2) tidak
mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengkgt@ didakukan
melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalmbbga peradilan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yanderla

BAB IV
SANKSI

Pasal 5

Bank yang tidak melaksanakan Prinsip Syariah seimaga dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratiigalmmana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 188@fang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nd®oirahun 1998
berupa:

a. teguran tertulis;

b. penurunan tingkat kesehatan Bank;

C. penggantian pengurus; dan/atau

d. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kamatoang tertentu

maupun untuk Bank secara keseluruhan.

BAB V...
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Akad antara Bank dengan Nasabah yang mengacu padiuin Bank
Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November52@éntang Akad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank YangaKdahakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah danmrb@tuh tempo pada
saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, tetappdo®man pada
Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tandgaNovember 2005
tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagk Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan PrinsipaBya

(2) Akad antara Bank dengan Nasabah yang mengacu padauiRn Bank
Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November52@éntang Akad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yangakdahakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yangh jgé¢mpo setelah
Peraturan Bank Indonesia ini berlaku dan akan pdggang, harus
disesuaikan dengan memenuhi prinsip syariah seBeaaturan Bank

Indonesia ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan PeratBemk Indonesia ini diatur

dengan Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 8...
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Pasal 8
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlalaka Peraturan Bank
Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 52G6ntang Akad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yarlgksinakan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran NeBamaublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negapaliike Indonesia
Nomor 4563) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelagngan Peraturan
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembdegara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 Desember 2007
a.n.GUBERNUR BANK INDONESIA

MIRANDA S.GOELTOM
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMORL65
DPbS






PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/19/PBI/2007
TENTANG
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN
PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA
PELAYANAN JASA BAGI BANK SYARIAH

UMUM

Perkembangan yang pesat di dunia bisnis dan kenaet#h mendorong
berkembangnya inovasi transaksi-transaksi keuangsyariah. Untuk
mengantisipasi timbulnya risiko reputasi atas pssatperkembangan inovasi
transaksi keuangan syariah tersebut diperlukarskaesgen dengan prinsip syariah
secarastigomahsebagaimana difatwakarkeh Dewan Syariah Nasional. Untuk
itu diperlukan adanya penyesuaian dan penyempunagaturan yang berlaku
terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegmgaghimpunan dana dan
penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syaaialmdangka memelihara
kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dengan adanya ketentuan tentang pelaksanaan ppisysiriah dalam
kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran date [gelayanan jasa bank
syariah, akan memberikan manfaat kepada semua piuadx berkepentingan
dimana pada gilirannya akan mewujudkan pengeldbaak syariah yang sehat.
Selain itu, adanya ketentuan ini dapat memberikejlasan pelaksanaan
prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan daaa pgnyaluran dana serta
pelayanan jasa bank syariséhingga dapanembantu operasional bank syariah
menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastiakuhupara pihak termasuk

bagi pengawas dan auditor bank syariah.

PASAL....



PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 4
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Prinsip Syariah yang wajib dipenuhi oleh Bank beriser pada Fatwa yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan:

‘AdlI” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempateya, d
memberikan sesuatu hanya pada yang berhak sertperiakukan sesuatu
sesuai posisinya.

“Tawazun” adalah meliputi keseimbangan aspek material danitus,
aspek privat dan publik, sektor keuangan dan seitobisnis dan sosial,
dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

“Maslahah” adalah merupakan segala bentuk kebaikan yangnibendi
duniawi danukhrawi material dan spiritual serta individual dan kaiiek
serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatusyariah falal),
bermanfaat dan membawa kebaikdhoyib) dalam semua aspek secara
keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan.

“Alamiyah” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuluagshak
yang berkepentingarstakeholders tanpa membedakan suku, agama, ras
dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatastaetahmatan lil
alamin).

“Gharar” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidiakiliki, tidak
diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserapkala saat transaksi

dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

“Maysir”....
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“Maysir” adalah transaksi yang bersifat spekulatif (urtuntyingan) yang
tidak terkait langsung dengan produktifitas di sekiil.

“‘Riba” adalah pemastian penambahan pendapatan sec&radtu®athil)
antara lain dalam transaksi pertukaran barang isejgang tidak sama
kualitas, kuantitas, dan waktu penyerah&mdlfl), atau dalam transaksi
pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah ipemefasilitas
mengembalikan dana yang diterima melebihi pokokjapian karena
berjalannya waktun@sial).

“‘Dzalim” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilagi Ipehak
lainnya.

"Risywah"adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilé&u bentuk
lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya meridapéasilitas atau
kemudahan dalam suatu transaksi.

Objek Haram adalah suatu barang atau jasa yangadikan dalam syariah.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan :
Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang eéanilig kepada
penyimpan dana atau barang dengan kewajiban Haak yang menyimpan
untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaiktu.
Mudharabahadalah transaksi penanaman dana dari pemilik ¢dranibul
maal) kepada pengelola danadhari) untuk melakukan kegiatan usaha
tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagiahusata antara kedua
belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepska¢lumnya.
Musyarakahadalah transaksi penanaman dana dari dua atdwupeimilik
dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tterssmsuai syariah
dengan pembagian hasil usaha antara kedua belak Ip#hdasarkan nisbah
yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian $emicn proporsi
modal masing-masing.

Murabahah....
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Murabahahadalah transaksi jual beli suatu barang sebesga Iperolehan
barang ditambah dengan margin yang disepakati pda pihak, dimana
penjual menginformasikan terlebih dahulu hargalpbien kepada pembeli.
Salamadalah transaksi jual beli barang dengan cara g@ma@& dengan
syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai tertdtulu secara penuh.
Istishna’ adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk panmsn
pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratz@mtie yang disepakati
dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
ljarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu baramgatali jasa
antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan pakai atas objek sewa
dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas odgeka yang
disewakan.
ljarah Muntahiyah bit Tamlikadalah transaksi sewa menyewa antara
pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkaralem atas objek
sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahamitiklobjek sewa.
Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbakengan
kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok piamsecara
sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
Kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan olehapggung
(kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggumgakful lahy untuk
memenuhi kewajiban pihak keduadkful ‘anhu/ash)l
Hawalahadalah transaksi pengalihan hutang dari satu piaag berhutang
kepada pihak lain yang wajib menanggung atau mearbay

Sharfadalah transaksi pertukaran antar mata uang bamlgemis.
Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)....
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Ayat (2)
Peraturan perundang-undangan yang berlaku antaraPkraturan Bank
Indonesia mengenai Mediasi Perbankan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4793



